
 
 

 
 

 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 

  NOMOR :  77  TAHUN 2012    
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG  

NOMOR 62 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN 

BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

  
BUPATI KARAWANG, 

 
Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Bupati Karawang 

Nomor 62 Tahun 2012 pada pasal-pasal tidak sejalan dengan 
lampiran peraturan yang tertera dalam lampiran II Peraturan 
Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2012, sehingga perlu 
direvisi; 

b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2012 tentang Unit Layanan 
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Karawang.  

                                                                                                                                                                                                                                                                               

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah; 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

15. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi; 

21. Peraturan Kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) Barang/Jasa Pemerintah; 

22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 tahun 2008 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Secara Elektronik; 

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2008 
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 
2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten Karawang; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 
2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang 9 tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten 
Karawang; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan; 
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28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang 
Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati 
Karawang Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang; 

29. Peraturan Bupati Karawang Nomor 62 Tahun 2011 tentang 
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Kabupaten Karawang. 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 62 TAHUN 2012 

TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA 

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG. 

 

Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 
2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Kabupaten Karawang diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan pada Pasal 4 diubah, sehingga seluruhnya menjadi 
berbunyi sebagai berikut :  

 

“Pasal 4 

 

ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa; 

b. menetapkan dokumen pengadaan; 

c. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; 

d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di 
website Pemerintah Kabupaten Karawang dan papan 
pengumuman resmi untuk masyarakat serta 
menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik 
(LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan 
nasional; 

e. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui 
prakualifikasi atau pascakualifikasi; 

f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga 
terhadap penawaran yang masuk sampai dengan 
penetapan pemenang; 

g. menjawab sanggahan yang masuk; 

h. membantu menjawab sanggahan banding yang masuk. 
 

2. Ketentuan pada Pasal 14 diubah, perubahan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 14 terdapat pada lampiran II. 
 

“Pasal 14 

 

Mekanisme dan prosedur pengadaan barang/jasa 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang 

 
 

Ditetapkan di   K a r a w a n g 
pada tanggal 29 Mei 2012               
M e i       2004 

 
BUPATI KARAWANG, 

 

 

ttd 
 

A D E   S W A R A 

Diundangkan di K a r a w a n g 
pada tanggal  29 Mei 2012 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
K A R A W A N G, 

 
 

ttd 
 

I M A N   S U M A N T R I 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012 
NOMOR :  77     SERI :  E. 


